
GT'BEruTUR NUSA TENGGARA TIUUR

PERATuRANGUBERIYURNUSATEIYGGARATIMI'R
IYOMOR 6I TATIUil 2OT9

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAI{ RAIIMAT TI'}IAIT YANG MAIIA TSA

GUBERITUR IYUSA TENGGARA TIMUR'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudfan fegayai Negeri Sipil
- 

,** berintegritas-dan berkineda, diperlukan kode etik
yang *"tt3"Ji panduan dalam melaksanakan tugas-

tugas administrasi pemerintahan maupun

kemasYarakatan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2oo4 tentang Pembinaan

JiwaKorpsdanKodeEtikPegawaiNegeriSipil,Pejabat
PembinaKepegawaianmenetapkanKodeEtikPegawai
Negeri SiPil;

c. baf,wa 
-berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b' perlu

menetapkanPeraturanGubernurtentangKodeEtik
PegawaiNegeriSipilDiLingkunganPemerinta}r
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

tenglngat :1' Undang-Undang Nomor & Tahun 1958 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tim-ur_(Lembaran
Negila Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor I6a9l;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimatta tel"h diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
famUatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5+9+l; r/

2.

3.

'l,-



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol8 Nomor 157);

MEilUTUSKA.I{:

PERATUR.AI| GT'BERITT'R TEI{TANG KODE ETIK
PBGA\TAI IIEGERI SIPIL DI LINGKTTTTGAIT
PEUERII|TAH PROVIilSI trUSA TEN(X}ARA TIUT'R.

BAB I
KSTEI{TUAIT T'UUU

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Delinisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai ASN

yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.

6. Kode Etik Pegawai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik
adalah pedoman sikap, fingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil
Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-
hari.

7. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh
Gubernur yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta
menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
sipil.

8. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan
Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.

9. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik.

lO. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat
yang berwenang tentang telah dan/ atau sedang adanya peristiwa
pelanggaran kode etik. 4!



11. pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan
kepida pejabat yang berwe;ang untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang

telah melakukan pelanggaran kode etik.
12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggamn kode etik yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/ atau ia alami sendiri'

13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada

pejabat yang t.t*..ttttg tentang sedang dan/ atau telah terjadi
pelanggaran kode etik.

t+. bengaJuan adalah pemberitahuan secara lisan dan/ atau tertulis yang

dise-rtai permintaan 
-ot.tr pltt"t yang berkepentingan kepada pejabat yang

o.'*.',u''guntukdilakukanpemeriksaanterhadapPegawaiNegeriSipil
yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik'

ts. 
-sekretaris 

Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

16. Asisten Administrasi umum adalah Asisten Administrasi umum sekretaris
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

17. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

lg. Baian Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
19. Baian Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
20. KepJa satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol. PP

adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

21. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
22.pejiiatyang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau

pejabat lain Yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Maksud, t\rjuan dan Ruang LingkuP

Pasal 2

Maksud pengaturan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman sikap, tingkah
laku, peibuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta
pergaulan hiduP sehari-hari.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Gubernur sebagai panduan dalam :

". 
- 
-.r,bo.ong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan p€raturan

b.
perundang-undangan;
meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup
bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
menjamin kelalcaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang
harmonis dan kondusif;

d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional;
dan

e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur meliputi :

a. nilai-nilai dasar;
b. kode etrkPNS; Al



c. tata cara penegakan kode etik;
d. majelis kode etik;
e. terlapor, pelapor/pengadu dan saksi; dan
f. sanksi dan tindakan administratif.

BAA II
!|ILIU-NILIU DASAR BAGI PNS

Pasal 5

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:
a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesetiaal dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945:
c. semangat nasionalisme;
d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau

golongan;
e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g. tidakdiskriminatif;
h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
i. semangat jiwa korps;

BAB III
KODE ETIK PI|S

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari
wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi:
a. etika dalam bernegara;
b. etika dalam berorganisasi
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etrka terhadap diri sendiri;
e. etika terhadap sesama PNS; dan
f. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 7

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia:
d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan berwibawa;
f. meqjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam

melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
h. menggunakan atau mem€rnfaatkan semua sumber daya Negara secara

efisien dan efektif;
i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
j. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan hak

asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturarn perundang-u ndangan. Q



Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
adalah:
a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi

di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b. menjunjung tinggr kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas

kedinasan maupun di luar kedinasan;
c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-

undangan;
d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang;
e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan

tata, cara dan peraturan yang berlaku;
f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia

baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan
peratur€rn perundang-undangan;

g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan
kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tu-juan organisasi;

h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka

peningkatan kine{a organisasi; dan
m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
n. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab; dan
o. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan

citra instansi.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dima}sud dalam Pasal 6 huruf c,
meliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih,

serta tanpa unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak

diskriminatif;
d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan

serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan

masyarakat umum;
f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan

bermasyarakat;
g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam

melaksanakan tugas; dan
h. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan

harkat dan martabat Pegawai.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,
meliputi:
a. jujur terhadap diri sendiri;
b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; Q



berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan'

keteramPilan, dan sikaP;
memiliki daya juang Yang tinggi;
memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

berpenampilan sederhana, rapih' dan sopan;

tiaat metatukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan

harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS;

tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;

tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian;

tiJ"t -.rrggrr.r"tln a.tt 7.t^,t mengedarkan zat psikotropika' narkotika

J.n I "t"r, 
Aejenis yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
n. tidak memasuki tempat yang d'apat mencemarkan atau menunrnkan

harkat dan martabat PNS kecuali atas perintah jabatan'

Pasal 1 I

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e'

meliputi:

". -".rgttot^ati dan menjujung tinggi toleransi antar sesarna' suku dan umat

beragama/ kepercayaan ;

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;

c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun

horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

d. menghargai Perbedaan PendaPat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;

f. menjunjung trnBgl kesetaraan gender,

g. -"rrj.g. aatt -ini"ri" kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan

t. U".ftl.nprtn dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indone-sia yang
-- 

tn."jutl" t"t*u3rrJ"y" solidaritas dan soliditas semua PNS dalam

memperjuangkan hak-haknYa.

Pasal 12

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat' sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :

". -..rgot -akan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan

golongan;
U. iaat-mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;

c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
a. menofat slgala imbalan atall. janji dalam bentuk apapun yang dapat

memPengaruhi Pelaksanaan tugas;
e. ,rr.-Lti-k t p"i.y.rrut y^ttg ptof..ional, responsif, tepat sasaran' terbuka'

tepat waktu, taat aturan, adil serta tidak diskriminatif;
f. teibuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan

masYarakat.

Pasal 13

Etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi :

a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi :

1. menjalin kerjasama secara bertanggungiawab; dan
2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur

pelayanan yang telah ditetaPkan.
b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi :

1. bersikap ramah dan sop€rn narnun tetap tegas dalam
aturan: dan

f.
g.

h.
i.
j.

k.
1.

m.

menegakkan

2. ttdak mengeluarkan ucapan atau melakukan
merendahkan diri sendiri ata upun instansi. /

perbuatan yang dapat



BAB TV
TATA CARA PENEGAKAN KODE EflK

Pasal 14

(l) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan
dan/atau pengaduan yang diajukan secara :

a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/ pengadu
dan petugas penerima laporan; atau

b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh
pelapor/pengadu.

(2) Penerima laporan dan/ atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(f ) dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

(3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

(4) Format laporan/pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendalruluan diperoleh dugaan
kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori
pelanggaran Kode Etik, maka Kepala PD mengirimkan berkas laporan
dan/ atau pengaduan kepada BKD selaku Sekretariat Majelis.

(6) BKD dapat meminta saran dari aspek hukum kepada Biro Hukum atau
instansi/PD lain yang dianggap berkompeten.

(7) BKD selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Gubemur disertai
usulan pembentukan majelis kode etik atas tindak lanjut penyelesaian
laporan/ pengaduan.

(81 Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKD bekerja dengan
prinsip praduga tak bersalah.

(9) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21

{dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Gubernur
harus sudah menjatuhkan putusan.

BAB V
TA.'ELIS KODE Ef,IK

Pasal 15

(1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode
Etik.

(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

(3) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat
Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 16

(l) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari :

a. I (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh
Sekretaris Daerah:

b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota, terdiri atas:
f . Wakil Ketua I, dijabat secara ex-officio oleh Asisten Administrasi

Umum; dan
2. Wakrl Ketua II, dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Daerah.

c. I (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio
oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan

d.3 (tiga) orang sebagai anggota, terdiri dari :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah;
2. KepaJa Satuan Polisi Pamong Pr4ja; dan
a. Kepala BiroHukum. tp



(2) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat
PNS yang diperiksa.

(3) Dafam hal yang diduga dan/ atau yang diadukan melaksanakan
pelanggaran Kode Etik adalah anggota Majelis Kode Etik, yang
bersang!<utan tidak diikutsertakan dalarn pelaksanaan tugas dan
kewenangan dan diganti oleh anggota unsur Pimpinan Perangkat Daerah
lain yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Kode Etik.

Pasal 17

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif

kepada Gubernur; dan
c. menyampaikan keputusan sidang kepada Gubemur.

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk
melakukan:
a. pemanggilan para pihak;
b. pengumpulan bukti- bukti; dan
c. pemeriksaan bukti-bukti.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan
dengan surat tertulis dengan format sebagaimana tercantum da-lam
l,ampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(3) Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik.

(4) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Majelis Ko'de Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak
pelanggaran terhadap Kode Etik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan
bukti-bukti yang ada.

(6) Jika diputuskan dan ditetapkan telah terjadi pelanggaran terhadap Kode
Etik, putusan dimaksud harus mencantumkan sanksi yang diberikan
kepada yang melanggar.

(7) Keputusan Mqielis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
(8) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

dilaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 19

(l) Ketua Majelis Kode Etik berkew4liban :

a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk
mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti
berkas laporan/ pengaduan pelanggaran Kode Etik;
menentukan jadwal sidang;
menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
memimpin jalannya sidang;
menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun
saksi untuk merumuskan putusan sidang;
menandatangani putusan sidang;
membacakan putusan sidang; dan
menandatangani berita acara sidang. f

b.
c.
d.
e.

g.
h.
i.



(2)

(3)

Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua;
b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
d. menandatangani berita acara sidang.
Sekretaris Majelis Kod,e Etik berkewajiban :
a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor,

pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
men5rusun berita acara sidang;
menyiapkan keputusan sidang;
menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan
terlapor; dan

g. menandatangani berita acara sidang.
(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :

a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan
sidang;

b. mengajukan saran kepada Ketua baik diminta maupun tidak; dan
c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan

peninjauan di lapangan.

Pasal 2O

(1) Keputusan M4ielis Kode Etik diambil melalui musyawarah da'' mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. -

(3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang
tetap menandatangani keputusan sidang.

(4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
berita acara sidang.

c.
d.
e.
f.

(1)

Pasal 21

Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh
terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu
antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun
terlapor tidak hadir dalam sidang.
Keputusan M4ielis Kode Etik bersifat final.

BA'B VI
TERLAPTOR, PEL/I.PiOR/PEI{GN)U DAlt SAKSI

Bagran Kesatu
Terlapor

Pasal 22
(1) Terlapor berhak :

a. mengetahui susun€rn keanggotaan Majelis
pelaksanaan sidang;

b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan sendiri-sendiri
keda sebelummaupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga)

dilaksanakan sidang;
c. mengajukan pembelaan;
d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah keputusan dibacakan; dan

{21

(3)

Kode Etik sebelum

baik
hari

mendapatkan perlindungan administratif . I



(2) Terlapor berkewaj iban :

a. memenuhi panggilan sidang;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota

Majelis Kode Etik;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis

Kode Etik;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
f. berlaku/bersikap sopan.

Bagian Kedua
Pelapor

Pasal 23

(1) Pelapor/Pengadu berhak:
a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
c. mendapatkan perlindungan;
d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
e. mendapatkan perlind ungan administratif.

l2l Pelapor / Pengadu berkewajiban:
a. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungiawabkan;
b. menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan Gubernur;
c. memenuhi semua panggilan;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis

Kode Etik;
e. memberikan identitas secara jelas; dan
f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Bagian Ketiga
Saksi

Pasal 24

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan adminsitratif terhadap keterangan
yang diberikan.

(2) Saksi berkewaj iban :

a. memenuhi semua panggtlan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui

tanpa dikurangi maupun ditambah;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
f. berlakulbersikap sopan.

Pasal 25

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat
merekomendasikan sanksi - moral bagi pelapor/pengadu apabila
pelapor/pengadu adalah PNS. I



(l)
(21

BAB VII
SAITKSI I'A,IT TIITI'AIIAIT ADItrINISTRATIF

Bagral Kesatu
Sanksi

Pasal 26

PNS yang melanggar ketentuan Kode Etik dikenakan sanksi moral.
sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuat secara tertulis
dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi
dari Majelis Kode Etik.
Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilanggar pNS. -

Pasal 27

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat berupa :

a. pernyataan secara terbuka; atau
b. pernyataan secara tertutup.

(3)

(u

(2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
dapat berupa diumumkan pada saat apel pNS dan/ atau forum resmi pNS
dan/atau pada papan pengumuman resmi.

(3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang
berwenang, atasan langsung Terlapor dan pelapor.

(4) PNS yang dikenakan sanksi moral sebagaimana dimal<sud pada ayat (2)
dan ayat (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan
permohonan maaf dan/ atau penyesalan.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal 28

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain diberikan sanksi moral
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berdasarkan rekomendasi Majelis
Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan
perundang-u ndangan. tp



' .. ;

BAB VIII
KBTENTUAIT PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal )2 Jlrll\ 2019

Diundangkan di Kupang
pada tanggal l? JuLl 2OL9

+ BEN
I

BERITA
NOMOR

Lcugenxun NUSA TENGGARA TIMURu llr

/vfi<roR 
BUNGTTLU LATSKoDAT

, SEKRSTARIS DAERAH
J pnovrr.rsr NUSA TENGGARA TTMUR. /NT

TUS POLO MAING

DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2org Lz



LAJUPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR NUSA TEN(XIARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2019
TAIIGCIAL : 2Ol9

FORMAT LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS

LAFORAIT/ PEI{GADUAN TERTULIS
Nomor:

IDENTITAS PELAPOR:
Nama :

NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

IDENTITAS TERI,APOR :

Nama :

NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Nama, Alamat Saksi :

1.

Alamat :...........................

Isi laporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benamya.

Kupang,

Pelapor,

\4cuaonNun NqsA TENGGARA rlMud" \A ,-.-lr
VIKTOR BUNGTILU LNSKODATt

JL

Alarnat:.......



L/IJUPIRAN II : PERATURAN GUBERIIUR NUSA TENGIGARA TIMITR
I{OMOR : TAHUN 2019
TAIYGGAL : 2019

FORMAT SURAT PEMANGGILAN

SI'RAT PAI|GGILIUT
Nomor:

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/ i :

Nama
NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Untuk menghadap kepada :

Nama
NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Keda

Pada
Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Untuk dipe riksa/ dimintai keterangan ") sehubungan dengan dugaan
pelanggaran kode etik **)

Demikian untuk dilaksanakan.

Kupang,
Sekretaris Majelis Kode Etik,

Nama .............,................
NIP.

Tembusan :

1. Atasan Langsung;
2...........

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran kode etik yang di dduga dilakukan PNS

b
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURIrA l-

VIKTOR BUITGTILU LIUSKODAT
t)

,



IIIMPIRAN IIT : PERATTIRAIT GUBERIII,R I|USA TENGK}ARA TI}TI'R
NOUOR : TAHUN 2Ol9
TAI{(X}AL : 2079

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEilERIKSAAN

Pada hari ini......... tanggal ....'.... bulan....... tahun ..... saya/Majelis ")
1. Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat/Gol :

Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris *)

3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah ) """ telah
melakukan pemeriksaan terhadaP :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal .... ayat ...... angka ..... huruf ..... Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor .... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai Sipil
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1. Pertanyaan

:.,..........,....,..
Jawaban:

2. Pertanyaan
:...........,.,......

Jawaban:

: Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris *)

3. Dst

Yang diperiksa :

Nama:
Nip :

Tanda Tangan

Majelis Kode Etik
1. Nama

Nip
Tanda

2. Nama
Nip
Tanda

3. Dst

Tangan

Tangan

I cunenr.run NUsA TENGGARA TIMURI\r
/-** 

BUIGTILU LIUSKODAT



L/lilPIRAIt III : PERATIIRAII GIIBERIUITR IIUSA TEIfccARA TItttR
lfOtOR : TAHUN 2Ol9
TAil(rcAL : 2019

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEUERIKSAAIV

Pada hari ini ......... tanggal ......... bulan ....... tahun ..... saya/Majelis *)
l. Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

3. dst

3. Dst

Yang diperiksa :

Nama:
Nip :

Tanda Tangan

Majelis Kode Etik
l. Nama:

Nip :

TandaTangan
2. Nama:

Nip :

Tanda Tangan
3. Dst

: Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris *)

: Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris ")

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat perintah *) ...... telah
melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat/col :

Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal .... ayat ...... angka ,.... huruf ...,. peraturan Gubemur Nusa
Tenggara Timur Nomor .... Tahun ..... tentang Kode Etik pegawai Sipil
Pemerintah Provinsi Nusa ?enggara Timur.
1. Pertanyaan

:....................
Jawaban:

2. Pertanyaan
:.... ... ... ,.. ... ... ,

Jawaban:

NGGARA TIMUR

,/-** 
BUNGTTLU L/USKODAT



UIIIPIRAN II : PERATURAN GUBERIIUR I{USA TEI|G{GARA TItItR
I|OMOR : TAHUN 2019
TAI|(X}AL z 2Ol9

FORMAT SURAT PEMANGGII,AN

ST'RAT PAI|GGILINT
Nomor:

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/ i :

Nama
NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Untuk menghadaP kePada :

Narna
NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Pada
Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan

pelanggaran kode etik *")

Demikian untuk dilaksanakan -

Kupang,
Sekretaris Majelis Kode Etik'

Nama ..................'..'...-....
NIP. .............

Tembusan :

l. Atasan L€ngsung;
2. ..........

r| Coret vanq tidak Perlui) t rti"t"tr p.tanggatan kode etik yang di dduga dilakukan PNS

I cuennrvun *iiinlcceru\ rrMUR/

V/
VIKTOR BUITGTILU LNSKODATn

a(



LAIUPIRAIY I : PERATTIRAN GUBERITI,R I{USA TEI|GGARA TIilUR
ITOMOR : TAHUN 2019
TANGC}AL : 2019

FORMAT LAPORAN i PENGADUAN TERTULIS

I,AFORAIT/PEIYGAI'UAI{ TERTT'LIs
Nomor:

IDET{TITAS PELAPOR:
Nama :

NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

IDEMITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Ke{a

Nama, Alamat Saksi :

l.

Aletnat :. .... ... . ..... . . .... .. . , -. -

Isi laporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benamya.

Kupang,

Pelapor,

Icueenrun **^ffirrMUR/

/VIKTOR BUNGTTLU LATSKODAT
,



BAB VIII
xgfEltfltAr PtrurttP

Pasal 29

peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tsnggal diundangkan'

Agar setiap or€urg mengetahuinya' memerintahkan pengundangan Peraturan

GubernurinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahProvinsiNusa
Tenggara Timur'

DitetaPkan di KuPang

Pada tanggal 2Ol9 
|

lcunenuun NUSA IENGGARA 
rlMURl

' ll/
YZ-

l-** 
EUT|GTILU r'ArsKoDAT

t
Diundarrgkan di KuPang

Padatanegal 2OI9

, SEKR TARISDAERAH

;bnovmsl NUSA TENGGARA TIMUR4

12, /
' AuL'rP\'/

f rnnt{f<.us PoLo xrArNG

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2OI9

NOMOR


